
 

 

 

 

                               

                          KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG 

NOMOR : 700 /563/KPTS/2022 

 
                                             TENTANG 

 

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 
 

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG, 
 

Menimbang :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta 
Proses Bisnis Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa 

pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses 
bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan Peta 

Proses Bisnis dengan surat keputusan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan 

Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Lampung dan 
menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Provinsi 
Lampung; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta 
Kerja; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagauinana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor Per/15/M.PAN/7 tentang Pedoman Umum 
Reformasi Birokrasi; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;  

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung  Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat 
Perangkat Daerah Provinsi Lampung; 

7. Peraturan Gubernur  Lampung Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

fungsi Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung; 

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi 
Lampung Nomor : 800/04.a/VI.04/2022 tanggal 4 

Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan 
Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Lampung. 

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

I N S P E K T O R A T 
Jln. Dr. Susilo 42 Telepon. (0721) 252332, 253729,252960, (FAX) 254895 

e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id 
B A N D A R L A M P U N G - 35132 



 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan            :  KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG 

TENTANG PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT 
PROVINSI LAMPUNG 

 
KESATU           : Menetapkan Peta  Proses  Bisnis  Inspektorat Provinsi Lampung  

yang selanjutnya disebut Proses Bisnis yang meliputi 

Peta Proses Bisnis, Peta relasi, Peta sub Proses, serta 
Peta Lintas Fungsi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini    

KEDUA                   :  Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum 
Kesatu, disusun berdasarkan hubungan kjerja antar 
bidang pada Inspektorat Provinsi Lampung sesuai 

dengan tugas dan fungsi, untuk mencapai tujuan  dan 
sasaran  Inspektorat Provinsi Lampung. 

KETIGA                   :  Peta Proses bisnis sebagaimana dimaksud Diktum 

Kesatu dan Diktum Kedua, digunakan sebagai acuan 
bagi Inspektorat Provinsi Lampung dalam mewujudkan 

hubungan kerja yang efektif dan efesien. 

KEEMPAT      :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan atau 

perubahan dikemudian hari akan diadakan perbaikan 
kembali sebagaimana mestinya. 

 
                                                                         Ditetapkan di     Telukbetung 

                                                                pada tanggal  30 Maret 2022 

 
 

                             INSPEKTUR, 

 

                                                                    Ir.FREDY,S.M.M.M. 
                                                                    Pembina Utama Madya 

                                                                    NIP. 19650202199010 1 001 
 

 
 
Tembusan Yth : 
1. Gubernur Lampung di Teluk betung { sebagai Laporan ); 
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;  
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung; 

                                           
 

 

 

 

 

 

 



PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT 

PROVINSI LAMPUNG



PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG



PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT 

PROVINSI LAMPUNG

PROSES UTAMA

PROSES PENDUKUNG (MANAJERIAL 

ITDA. 01 
“Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan

akuntabilitas kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah”

ITDA. 02. 

Pengelolaan

peraturan

perundang-

undangan dan 

layanan hukum

ITDA. 03. 

Pelayanan dan

Informasi

Publikasi

ITDA. 04. 

Pengelolaan

Organisasi dan 

Tatalaksana

ITDA. 05 

Manajemen

Resiko.

INPUT
OUTPUT

Pemerintah

(perumusan

Kebijakan

Binwas)  

Masyarakat

(penanganan

Pengaduan) 

Tercipta tata

Kelola 

Pemerintahan

yang 

akuntabel

Peningkatan

Kualitas

Reformasi 

Birokrasi dan 

Pelayanan

Publik 

PROSES BISNIS

LEVEL 0 

Peningkatan

Kualitas SDM 

APIP. 

Penataan

Organisasi



PETA  SUB PROSES BISNIS 
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG



PETA  SUB PROSES BISNIS 

INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

“Meningkatnya Akuntabilitas

keuangan dan akuntabilitas

kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah” 

INPUT
OUTPUT

Pemerintah

(perumusan

Kebijakan

Binwas)  

Masyarakat

(penanganan

Pengaduan) 

Tercipta tata

Kelola 

Pemerintahan

yang 

akuntabel

Peningkatan

Kualitas

Reformasi 

Birokrasi dan 

Pelayanan

Publik 

PROSES BISNIS

LEVEL 1 

Peningkatan

Kualitas SDM 

APIP. 

Penataan

Organisasi

ITDA. O1 

Pengawasan

Kinerja 

Pemerintah

Daerah

ITDA. 01.01 

Pengawasan

Keuangan

Pemerintah

Daerah

ITDA. O1.02 

Reviu Laporan

Kinerja

ITDA. 01.03 

Pengawasan

Dengan Tujuan

Tertentu

ITDA. 01.09 

Pengawasan 

Umum dan Teknis 

Kabupaten/ Kota

ITDA. 01.05 

Kerjasama 

Pengawasan

Internal

ITDA. 01.06 

Monitoring dan 

Evaluasi TLHP 

BPK RI dan  

Tindak Lanjut

Hasil 

Pemeriksaan

APIP

ITDA. 01.07 

Penanganan

Penyelesaian

Kerugian Negara/ 

Daerah

ITDA. 01.08 

Perumusan 

Kebijakan Teknis 

di Bidang 

Pengawasan

ITDA. 01.10 

Reviu Laporan

Keuangan

ITDA. 01.04 



PETA  SUB PROSES BISNIS 

INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

“Meningkatnya Akuntabilitas

keuangan dan akuntabilitas

kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah” 

INPUT
OUTPUT

Pemerintah

(perumusan

Kebijakan

Binwas)  

Masyarakat

(penanganan

Pengaduan) 

Tercipta tata

Kelola 

Pemerintahan

yang 

akuntabel

Peningkatan

Kualitas

Reformasi 

Birokrasi dan 

Pelayanan

Publik 

PROSES BISNIS

LEVEL 1 

Peningkatan

Kualitas SDM 

APIP. 

Penataan

Organisasi

ITDA. O1 

Perumusan

Kebijakan Teknis 

di Bidang

Fasilitasi

Pengawasan

ITDA. 01.11 

Pendampingan

dan Asistensi

Urusan

Pemerintahan

Daerah

ITDA. 01.12 

Pendampingan, 

Asistensi, 

Verifikasi, dan 

Penilaian

Reformasi 

Birokrasi

ITDA. 01.13 

Pendidikan dan 

Pelatihan

Pegawai

Berdasarkan

Tugas dan Fungsi

ITDA. 01.19 

Pendampingan, 

Asistensi dan 

Verifikasi 

Penegakan 

Integritas

ITDA. 01.15 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah

ITDA. 01.16 

Penyediaan Gaji

dan Tunjangan

ASN

ITDA. 01.17 

Koordinasi & 

Penyusunan

Laporan Keu. 

Bulanan/Triwulan/ 

Semesteran

SKPD

ITDA. 01.18 

Penyediaan

Komponen

Instalasi Listrik/ 

Penerangan

Bangunan Kantor

ITDA. 01.20 

Koordinasi, 

Monitoring dan 

Evaluasi serta

Verifikasi

Pencegahan dan  

Pemberantasan

Korupsi

ITDA. 01.14



PETA  SUB PROSES BISNIS 

INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

“Meningkatnya Akuntabilitas

keuangan dan akuntabilitas

kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah” 

INPUT
OUTPUT

Pemerintah

(perumusan

Kebijakan

Binwas)  

Masyarakat

(penanganan

Pengaduan) 

Tercipta tata

Kelola 

Pemerintahan

yang 

akuntabel

Peningkatan

Kualitas

Reformasi 

Birokrasi dan 

Pelayanan

Publik 

PROSES BISNIS

LEVEL 1 

Peningkatan

Kualitas SDM 

APIP. 

Penataan

Organisasi

ITDA. O1 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

ITDA. 01.21 

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

ITDA. 01.22 

Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan

ITDA. 01.23 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

ITDA. 01.29 

Fasilitasi

Kunjungan Tamu

ITDA. 01.25 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD

ITDA. 01.26 

Penatausahaan

barang Milik 

Daerah pada 

SKPD 

ITDA. 01.27 

Rekonsiliasi dan 

Penyusunan

Laporan Barang

Milik Daerah 

pada SKPD

ITDA. 01.28 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor

ITDA. 01.30 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional

ITDA. 01.31 

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

ITDA. 01.32

Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

ITDA. 01.33 

Penyediaan

Bahan/ Material

ITDA. 01.24



Pengawasan Kinerja 

Pemerintah Daerah

1) Gubernur Lampung.

2) Perangkat Daerah.

3) Kemenpan-RB. 

4) Kemendagri. 

5) BPK

6) BPKP.

7) KPK

ITDA. 01.01 

Pengawasan Keuangan

Pemerintah Daerah

1)Gubernur Lampung.

2) Perangkat Daerah.

3) Kemenpan-RB. 

4) Kemendagri. 

5) BPK

6) BPKP.  

7) KPK 

ITDA. O1.02 

Reviu Laporan Kinerja :

1)Gubernur Lampung.

2) Perangkat Daerah.

3) Kemendagri. 

4) BPK

5) BPKP.  

ITDA. 01.03 

Pengawasan Dengan Tujuan

Tertentu :

1) Gubernur

2) Perangkat Daerah. 

3) Masyarakat. 

4) APH.

ITDA. 01.09 

Pengawasan Umum dan 

Teknis Kabupaten/ Kota 

1)Gubernur Lampung.

2) Bupati/Walikota. 

3) Kemendagri. 

ITDA. 01.05 

Kerjasama Pengawasan

Internal : 

1)Gubernur Lampung.

2)Kemenko POLHUKAM

3) Polda Lampung.

4) Kejaksaan.

5) Pengadilan Tinggi.

6) TNI

7) Perangkat Daerah.

ITDA. 01.06 

Monitoring dan Evaluasi

TLHP BPK RI dan  Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

APIP : 

1. Kemedagri. 

2. BPK

3. BPKP

4. PERANGKAT daerah

ITDA. 01.07 

Penanganan Penyelesaian

Kerugian Negara/ Daerah : 

1) Gubernur.

2) BPK.

3) BPKP

4) Perangkat Daerah. 

ITDA. 01.08 

Perumusan Kebijakan 

Teknis di Bidang 

Pengawasan :

1) Kemendagri 

2) BPKP

3) Perangkat Daerah. 

4) Pemerintah 

Kabupaten/Kota.

ITDA. 01.10 

Reviu Laporan Keuangan :

1)Gubernur Lampung.

2) Perangkat Daerah.

3) Kemendagri. 

4) BPK

5) BPKP.  

ITDA. 01.04 

PETA RELASI INSPEKTORAT 



Perumusan Kebijakan Teknis 

di Bidang Fasilitasi

Pengawasan : 

1) Gubernur.

2) Perangkat daerah. 

3) Pemkab/Pemkot

ITDA. 01.11 

Pendampingan dan 

Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah :

1. Kemepan.

2. BPKP

3. Perangkat daerah. 

4. Pemkab/Pemkot. 

ITDA. 01.12 
Pendampingan, Asistensi, 

Verifikasi, dan Penilaian

Reformasi Birokrasi : 

1. KEMENPAN-RB.

2. Perangkat Daerah. 

ITDA. 01.13 

Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi :

1. Badan Diklat.

2. BPKP. 

3. KEMENDAGRI.

4. BPSDM

ITDA. 01.19 

Pendampingan, Asistensi 

dan Verifikasi Penegakan 

Integritas : 

1) Kemenpan RB.

2) KPK-RI. 

3) Perangkat Daerah. 

ITDA. 01.15 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah : 

1) Bappeda. 

2) Perangkat Daerah.

ITDA. 01.16 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN :

1. BPKAD. 

2. Perangkat Daerah,

ITDA. 01.17 
Koordinasi & 

Penyusunan Laporan

Keu. Bulanan/Triwulan/ 

Semesteran SKPD :

1. BAPPEDA

2. BIRO ADBANG

ITDA. 01.18 

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan

Kantor : 

1. BPKAD.

2. Dunia Usaha. 

ITDA. 01.20 

Koordinasi, Monitoring dan 

Evaluasi serta Verifikasi

Pencegahan dan  

Pemberantasan Korupsi :

1. KPK-RI

2. Perangkat Daerah. 

3. Pemkab/Pemkot.

4. POLDA. 

ITDA. 01.14

PETA RELASI INSPEKTORAT 



1 INSPEKTUR 

2 PERANGKAT DAERAH 

3 GUBERNUR 

ITDA : 01.01

Penyusunan
LHP Kinerja 
Perangkat 

Daerah

Pelaksanaan 
Pengawasan  

Kinerja Perangkat 
Daerah

Penyampaian Surat 
pengawasan kinerja  dan 

Permintaan Dokumen 
Perangkat Daerah

Verifikas

Menerima 
Dokumen 

Pemeriksaan

YA

TIDAK 



1 INSPEKTUR

2 PERANGKAT DAERAH

3 GUBERNUR 

ITDA : 01.02

Penyusunan
LHP Keuangan  

Perangkat 
Daerah

Pelaksanaan 
Pemeriksaan 

Keuangan  
Perangkat Daerah

Penyampaian Surat 
pengawasan keuangan   

dan Permintaan Dokumen 
Perangkat Daerah

Verifika

Menerima 
Dokumen hasil 

pengawasan 

YA

TIDAK 



1 INSPEKTUR

3 PERANGKAT DAERAH 

YA

4 GUBERNUR

5 KEMENDAGRI 

6 BPK

7 BPKP

REVIU LAPORAN KINERJA 

ITDA : 01.03

Penyusunan 
Lapora HASIL 

REVIU Rapat dan 
Pelaksanaan 
Reviu Kinerja 

Penyampaian 
Pelaksanaan Reviu Verifikasi

TIDAK 



1 INSPEKTUR

3 PERANGKAT DAERAH 

4 GUBERNUR

5 KEMENDAGRI 

6 BPK

7 BPKP

REVIU LAPORAN KEUANGAN 

ITDA : 01.04

Penyusunan 
Lapora HASIL 

REVIU 

Rapat awal
dan 

Pelaksanaan 
Reviu Laporan 

Keuangan  

Penyampaian 
Pelaksanaan Reviu  Verifikasi

TIDAK 

YA 



1 INSPEKTUR

2 BUPATI /WALIKOTA/SEKDA

3 GUBERNUR 

ITDA : 01.05

Pemeriksaan  
Dokumen LHP 

Perangkat 
daerah 
Berkala 

Kabupaten/ 
KotaPemeriksaan 

teknis Kab/kota 

Permintaan Dokumen 
Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Verifikasi

Menerima 
Dokumen 

Pemeriksaan LHP  
Berkala 

YATIDAK 



1 INSPEKTUR

3 POLDA 

4 KEJATI 

5 PERANGKAT DAERAH 

6 GUBERNUR

7 KEMENKOPOLHUKAM 

Kerjasama Pengawasan Internal

ITDA : 01.06

PELAKSANAN 
supervisi dan 
Pelaksanaan 
pengawasan. 

Rapat awal dan 
Penandatangan 

Kesepakatan 
Pelaksanaan 
Kerjasama 

Pengawasan 

Penyusunan KAK 
pelaksanaan 
Kerjasama 

Pengawasan 
Internal. 

Verifikasi

TIDAK 

YA 



1 INSPEKTUR

2 BPK/BPKP/IRJEN

3 PERANGKAT DAERAH

4 GUBERNUR

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan  Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

ITDA : 01.11

Monitoring 
Progres TLHP 

APIP, dan 
Ekstrernal  

Penyampaian
Surat 

pelaksanaan 
TLHP 

Kompilasi 
Data TLHP 

Verifikasi

TIDAK 

YA 



1 INSPEKTUR

3 PERANGKAT DAERAH

4 GUBERNUR

Pengawasan dengan tujuan Tertentu 

ITDA : 01.09

Pelaksanaan 
Rapat dan 
Monitorng 
Kerugian 
Negara . 

Klarifikasi dan 
Pengecekan 

Fakta  
Permasalahan 

kerugian negara  

pendataan 
hasil TLHP dan 
Pemasalahan 

Kerugiann 
Negara 

Verifikasi

TIDAK 

YA 



1 INSPEKTUR

3 PERANGKAT DAERAH

4 GUBERNUR

Pengawasan dengan tujuan Tertentu 

ITDA : 01.09

Pelaksanaan 
pengawasan/

Klarifikasi 
Mendalam . 

Klarifikasi dan 
Pengecekan 

Fakta terhadap 
Permasalahan 

Persiapan 
Pelaksanaan 

PDTT

Verifikasi

TIDAK 

YA 



1 KEMENPAN

2 BPKP

Ya

3 INSPEKTUR

             Tidak

4 SEKRETARIS

5 KASUBBAG PERENCANAAN

6 PERANGKAT DAERAH

7 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

ITDA : 01.12

Penyusunan,
Evaluasi dan 

Penilaian 
SPIP, EPPD 
dan SAKIP

Rapat 
Pendampingan  
dan Asistensi 

Urusan 
Pemerintah 

Daerah

Permintaan Dokumen 
SPIP, EPPD dan SAKIP

Verifikasi Menerima 



1 GUBERNUR

2 INSPEKTUR

Ya

3 SEKRETARI

             Tidak

4 KASUBBAG PERENCANAAN

5 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

ITDA : 01.11

Hasil Rapat 
RAKOWASDA

Rapat 
Perumusan 
Kebijakan  
Teknis di 
Bidang 

Fasilitasi
Pengawasan

Permintaan Dokumen 
RAKOWASDA

Verifikasi
Menerima 
Dokumen 



1 ITJEN KEMENDAGRI

2 BPKP

Ya

3 INSPEKTUR

             Tidak

4 SEKRETARI

5 KASUBBAG PERENCANAAN

6 IRBAN I, II,III dan IV

7 JFU

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

ITDA : 01.10

Penyusunan 
PKPT

Rapat 
Perumusan 
Kebijakan  
Teknis di 
Bidang 

Pengawasan

Permintaan Dokumen 
PKPT Verifikasi

Menerima 
Dokumen 



1 KEMENPAN-RB

2 INSPEKTUR

Ya

3 SEKRETARIS

             Tidak

4 KASUBBAG PERENCANAAN

5 PERANGKAT DAERAH

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

ITDA : 01.13

Penyusunan 
Dokumenn 

Perencanaan

Verifikasi

Penyusunan 
Dokumen

Rapat 
Pendampingan, 

Asistensi, 
Verifikasi, dan 

Pennilalian 
Reformasi 
Birokrasi

Penilaian Reformasi 
Birokrasi

Menerima 
Dokumen 



1 KPK

2 INSPEKTUR

Ya

3 SEKRETARIS

             Tidak

4 KASUBBAG PERENCANAAN

5 PEMKAB / PEMKOT

6 PERANGKAT DAERAH

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

ITDA : 01.14

upload Data 
MCP

Rapat 
Koordinasi, 

Monitoring dan 
Evaluasi serta 

Verifikasi 
Pencegahan dan 
Pemberantasan 

Korupsi

Permintaan
Dokumen  Data 

Verifikasi Menerima 
Dokumen 



1 BAPPEDA

3 INSPEKTUR

Ya

4 SEKRETARIS

             Tidak

5 KASUBBAG PERENCANAAN

6 JFU

7 IRBAN I, II, III, IV, V

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

ITDA : 01.16

Penyusunan 
Dokumenn 

Perencanaan

Rapat 
penyusunan 

dokumen 
perencanaan 
Inspektorat 

Provinsi 
Lampung

Permintaan Dokumen 
Perencanaan Verifikasi

Menerima 
Dokumen 



1 BPKAD

2 INSPEKTUR

Ya

3 SEKRETARIS

             Tidak

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

5
ASN di Lingkungan Inspektorat Provinsi 

Lampung

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

ITDA : 01.17

Penyusunan
dokumen

Penyediaan gaji 
dan tunjangan 

ASN

Pembayaran Gaji Verifikasi
Menerima 
Dokumen 



1 BAPPEDA

2 BIRO ADBANG

3 INSPEKTUR

Ya

4 SEKRETARIS

             Tidak

5 KASUBBAG PERENCANAAN

Koordinasi & 

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

ITDA : 01.18

Penyusunan 
Dokumen

Rapat 
penyusunan 

Laporan 
Keuangan  

Inspektorat 
Provinsi Lampung

Permintaan Dokumen 
Verifikasi Menerima 

Dokumen 



1 BPSDM

2 BPKP

3 INSPEKTUR

Ya

4 SEKRETARIS

             Tidak

5 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

6 JFU

7 IRBAN I, II, III, IV, V

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ITDA : 01.19

Dokumen SPT

Penunjukkan 
ASN yang 

diperintahkan
mengikuti 

pendidikan 
dan pelatihan 

Pemberitahuan
Kegiatan Diklat

Verifikasi
Menerima 
Dokumen 



1 INSPEKTUR

2 PIHAK KETIGA

             Tidak Ya

3 SEKRETARIS

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

ITDA : 01.20

Penyusunan 
Dokumen

Penyediaan 
Komponen

Instalasi 
Listrik/ 

Penerangan 
Bangunan

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan Verifikasi

Menerima 
Dokumen 



1 INSPEKTUR

2 PIHAK KETIGA Ya

3 SEKRETARIS

             Tidak

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

ITDA : 01.21

Penyusunan 
Dokumen

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan Verifikasi

Menerima 
Dokumen 



1 INSPEKTUR

2 PIHAK KETIGA

3 SEKRETARIS

             Tidak

Ya

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

ITDA : 01.22

Penyusunan 
Dokumen

Penyediaan 
Peralatan 

Rumah Tangga 

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan Verifikasi

Menerima 
Dokumen 



1 INSPEKTUR

2 PIHAK KETIGA

3 SEKRETARIS

             Tidak

Ya

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

ITDA : 01.23

Penyusunan 
Dokumen

Penyediaan 
Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan

Perintah Pengajuan 
Anggaran Verifikasi

Menerima 
Dokumen 

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan



1 INSPEKTUR

2 PIHAK KETIGA

3 SEKRETARIS

             Tidak

Ya

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Penyediaan Bahan/ Material

ITDA : 01.24

Penyediaan 
Bahan/ 

Material

Perintah Pengajuan 
Anggaran Verifikasi

Menerima 
Dokumen 

Penyusunan 
Dokumen

Perintah Pengajuan 
Anggaran Verifikasi

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan



1 INSPEKTUR

2 SEKRETARIS Ya

3 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

             Tidak

4 PIHAK KETIGA

Fasilitasi Kunjungan Tamu

ITDA : 01.25

Penyusunan 
Dokumen

Fasilitasi 
Kunjungan 

Tamu

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan Verifikasi

Menerima 
Dokumen 



1 INSPEKTUR

2 SEKRETARIS

             Tidak Ya

3 IRBAN I, II, III, IV, dan V

4 KEMENTERIAN DAN OPD 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

ITDA : 01.26

Penyusunan 
Laporan

Penyelenggar
aan Rapat 
Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD

SPT
Verifikasi

Menerima 
Laporan 



1 BPKAD

2 INSPEKTUR

Ya

3 SEKRETARIS

             Tidak

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

5 BENDAHARA BARANG

Penatausahaan Barang Milik Daerah

ITDA : 01.27

Penyusunan 
Dokumenn 

Perencanaan

Permintaan Dokumen 
Perencanaan Verifikasi

Menerima 
Dokumen 

Penyusunan 
Dokumen

Rapat 
penyusunan 

dokumen 
penatausahaan

Barang Milik 
Daerah

Permintaan Dokumen Verifikasi
Menerima 
Dokumen 



1 BPKAD

2 INSPEKTUR

Ya

3 SEKRETARIS

             Tidak

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

5 BENDAHARA BARANG

Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD

ITDA : 01.28

Penyusunan 
Dokumen

Rapat 
penyusunan 

dokumen 
rekonsiliasi dan 

penyusunan 
laporan Barang 

Milik Daerah

Permintaan Dokumen Verifikasi
Menerima 
Dokumen 



1 INSPEKTUR

2 PIHAK KETIGA

Ya

3 SEKRETARIS

             Tidak

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

ITDA : 01.29

Penyusunan 
Dokumen

Penyediaan 
Jasa 

Komunikasi, 
Sumber 
Daya Air 

dan Listrik

Verifikasi
Menerima 
Dokumen 

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan



1 INSPEKTUR

2 SEKRETARIS

             Tidak Ya

3 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

4 PTHL

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

ITDA : 01.30

Penyusunan 
Dokumen

Penyediaan 
Jasa 

Pelayanan 
Umum 
Kantor

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan Verifikasi

Menerima 
Dokumen 



1 INSPEKTUR

2 PIHAK KETIGA

3 SEKRETARIS

             Tidak Ya

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

ITDA : 01.31

Penyediaan 
Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 

Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 

Kendaraan 
Dinas 

Operasional 
dan Lapangan

Perintah Pengajuan 
Anggaran Verifikasi

Menerima 
Dokumen 

Perintah Pengajuan 
Anggaran Verifikasi

Penyusunan 
Dokumen

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan Verifikasi



Pemel

1 INSPEKTUR

2 PIHAK KETIGA

3 SEKRETARIS

             Tidak Ya

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

ITDA : 01.32

Pemeliharaa
n Peralatan 
dan Mesin 

Lainnya

Perintah Pengajuan 
Anggaran Verifikasi

Menerima 
Dokumen 

Penyusunan 
Dokumen

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan Verifikasi

Menerima 
Dokumen 



1 INSPEKTUR

2 PIHAK KETIGA

3 SEKRETARIS

             Tidak Ya

4 KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

ITDA : 01.33

Penyusunan 
Dokumen

Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 

Gedung Kantor 
dan Bangunan 

Lainnya

Perintah Pelaksanaan 
Kegiatan Verifikasi

Menerima 
Dokumen 



TERIMAKASIH


